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MOTTO

Harta dunia tidak akan dibawa mati, tapi amal sholch dan sholat menjadi saksi di
akherat kelak
Jadikan hidupmu bagai lentera senantiasa bersinar memancar memberi

penerangan, menunjukan jalan menuntun hingga sampui tirjuan
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A. Transliterasi Arab - Latin

1. =tidak dilam
bangkan
=D
U=t
(o = s
C =]
C = h
Z:= kh
) =d
)=
2. Vokal

a. Vokal pendek

b. Vokal panjang

c. Vokal ganda

TRANSLITERASI

S

~—y

= LS =

_ (5=9
- -k
= sy J=
= sh L)=n
= dl A
= th \9=w
=z /Q=h
= '5,='
= gh LS =y

(futhah) =a
(kasrah) =1
(lummal)=u



3.

Kata sandang - al
a. Diikuti huruf syamsiyuh, huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu . Contoh : CK:JL an-Nikah.

b. Diikuti huruf qomariyah, tanpa perubahan sesuai dengan bunyi. Contoh :

|
: } = al-Hajru.
-/

B. SINGKATAN

A wpddeal) o

Saw.

Swt. d\ﬁ:) 9 4&)\5\:”
h. - halaman |
Cet. : Cetakan

tt. - tanpa tahun terbit
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang
tua, ada di bawah perwalian. Hal ini sesuai dengan pasal 330 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Perwalian ini pada pokoknya ialah:
“Pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan
pengelolaan barang-barang dari anak yanrg belum dewasa (pupil)”.l

Perwalian dapat dibedakan menurut cara seorang itu menjadi wali.
Pertama, pcrwalian yang diperolch scscorang karcna hukum, disebut:
“Perwalian menurut Undang-undang”. Dengan jalan demikian, perwalian
dapat diperoleh oleh orang tua yang paling lama tinggal hidup dari
seorang anak sah (pasal 345). Kedua, perwalian oleh orang yang diangkat
oleh orang tua atau oleh orang yang melakukan perwalian sesudah
kematiannya. Perwalian itu tidak karena hukum atau berdasarkan
ketetapan hakim beralih menjadi beban orang tua lainnya, disebut
“Perwalian testamenter”. Jika dengan cara kesatu maupun dengan cara
kedua tidak ada seorang wali, wali itu lantas diangkat oleh hakim yang

disebut “Perwalian oleh pihak ketiga atau perwalian datif” 2

1

2

H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1996) Terj.
1.S Adiwimarta, Jilid 1, Cet. ke-4, h. 150.
1bid., h. 150.



Sedangkan mengenai pengertian anak dalam bidang keperdataan
erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Penentuan batas
antara belum dewasa dan sudah dewasa bagi seseorang menurut hukum
yang berlaku di Indonesia terdapat perbedaan.

Perbedaan ketentuan im terlihat baik dalam Hukum Perdata
maupun dalam Hukum Islam. Yang antara lain dalam KUH Perdata
(Burgerlijk Wetboek) pasal 330 yang berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur
21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.
“Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap

21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum

dewasa”.}

Pasal int secara tegas menentukan umur 21 tahun merupakan awal
seorang anak menginjak dewasa. Hal ini dapat memberi pengertian bahwa
ketika seorang anak genap mencapai umur 21 tahun akan memasuki fase
yang mengantarkan ke jenjang kedewasaan dengan segala
konsekuensinya.

Sedangkan dalam Hukum Islam, kedewasaan seorang anak ditandai
dengan usia baligh. Di mana seorang anak laki-laki dapat diketahui
dengan sebab ihtildm dan keluar mani, adapun anak perempuan dapat
diketahui dengan adanya haid dan ihtilam. Akan tetapi tanda-tanda
kedewasaan itu kadang-kadang timbul lebih cepat dan kadang-kadang

terlambat. Karena batas dewasa in1 ditentukan dengan usia baligh. “Pada

R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: PT. Pradnya

Paramita, 1996), Cet. ke-28, h. 330.



umumnya fuqaha membatasi usia baligh dengan umur lima belas tahun
bagi laki-laki dan wanita secara sama”.*

Sehubungan dengan hal di atas, pada umumnya seorang anak yang
masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri, dengan
demikian ia harus diwakili baik oleh orang tuanya maupun oleh walinya.

Dalam Islam ada beberapa golongan orang yang tidak diperbolehkan
mentasharufkan hartanya sendiri dan ini dipandang tidak sah, seperti jual

beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Mereka itu aualah “Anak kecil,
orang gila, orang sufih, orang muflis, orang yang sakit dan hamba sahaya
yang tidak diizinkan berdagang menggunakan hartanya oleh tuannya”.’
Dalam kenyataannya kita lihat banyak wali dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan
oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Hukum Islam seperti
dalam pemeliharaan anak dan cara pengelolaan harta anak yang ada di

bawah perwaliannya.

Penegasan Istilah Penting
Sebelum penulis memasuki pokok pembahasan dalam skripsi ini,

terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian judul skripsi ini.

*  Abdul Al-Qadir Audah, 4! Tasyri' Al-Jindi Al-Islim, (Misr: Mustafa Al-Babi Al-Halabi,

1986), Jilid 11, h. 608.
Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, Kifdyat Al Akhydr, (Damaskus: Darul Fikr,

tth), h. 266.



Kata perwalian berasal dari kata Wali yang dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia : “ Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban

mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa”.®

Sedangakan kata perwalian merupakan kata kerja yang artinya adalah : “1).

Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali ; 2). Pemeliharaan dan

pengawasan anak yatim dan hartanya; 3). Pembimbingan (negara, daerah dan

sebagainya yang belum berdiri sendiri)”.’

Namun arti perwalian yang dimaksud dalam skripsi ini lebih mengarah
pada arti yang kedua yaitu pemeliharaan dan pengawasan harta anak yatim.

Selanjutnya kata  harta yang berarti : “Barang-barang (uang dan
. Barang-barang milik orang. Sedangkan

sebagainya) yang menjadi kekayaan :

harta benda milik orang berarti barang-barang kekayaan”®

Sedangkan arti anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia
menerangkan : “ Anak berarti : 1) Turunan yang kedua ........... 2) Manusia yang
masih kecil ............ 3) Binatang yang masih kecil .......... 4) Orang yang

5)

berasal atau dilahirkan (di suatu negara, daerah, dan sebagainya) ..........
Orang yang termasuk di suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya).”

Pemilihan arti dalam kaitannya dengan pembahasan di sini, lebih

mengarah pada arti pertama dan kedua, sehingga kata anak yang

8 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangar{»Bahasa,\P dan K, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), Cet. Ke-5, h. 38. '

71bid )h. 1007.

8/bid., h. 299.

9 W.J.S Poerwadarminta,' Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) Cet. Ke-5, h.

38.



dimaksudkan sebagai keturunan kedua yang masih kecil dalam arti belum

mencapai usia dewasa.

Pembatasan dan Perumusan Masalah

Karena luas dan banyak masalah serta akibat yang ditimbulkan jika
tidak dilaksanakan pengangkatan perwalian atau tidak ditetapkan Undang-
undang, mengenai perwalian harta kekayaan anak, maka penulis
membatasi permasalahan skripsi ini, seputar masalah perwalian harta
kekayaan bagi anak yang belum dewasa menurut Hukum Islam dan
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Untuk memperjelas pokok-pokok yang akan dibahas dan diuraikan
dalam skripsi ini, maka penulis memfokuskan pembahasan pada
persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek) tentang harta, fungsi dan pentasharufannya?
2. Bagaimana konsep Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek) tentang Perwalian atas harta kekayaan anak yang belum

dewasa?

Tujuan Pembahasan
Adapun yang menjadi motivasi bagi penulis untuk mencoba

membahas dan menguraikan lebih jauh tentang bagaimana sesungguhnya

tugas dan kewenangan wali terhadap harta kekayaan anak yang ada di



bawah pengawasannya menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek), antara lain adalah:
1. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam dan Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek) tentang harta, fungsi dan pentasharufannya.
2. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam dan Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek) tentang perwalian atas harta kekayaan anak yéng

belum dewasa.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang perwalian harta kekayaan bagi anak yang
belum dewasa, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata
telah banyak dilakukan, misalnya R. Subekti dalam bukunya “Kitab
Undang-undang ~Hukum Perdata® (Burgerlijk Wetboek) (1996),
menjelaskan mengenai perwalian dari awal sebelum kedewasaan anak,
menjelaskan perwalian secara umum tentang pengurusan wali hingga
akhirnya perhitungan tanggung jawab perwalian.

Di samping R. Subekti, Ali Afandi dalam bukunya “Hukum Waris,
Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian” (1997), membahas masalah
perwalian yang meliputi tugas seorang wali, perhitungan tanggung jawab
perwalian, perwalian berakhir dan wali pengawas.

Sedangkan dalam Hukum Islam, Wahbah Az Zuhayli dalam kitabnya
“Al-Figh Al-Isldmi Wa ‘Adillatuhw” menjelaskan mengenai perwalian dan
macam-macamnya, syarat-syarat wali sampai dengan berakhirnya perwalian.

Demikian juga Zakaria Ahmad Al Barry dalam bukunya “Hukum Anak-anak



J dalam Islam” (1997), menjelaskan perwalian itu meliputi perwalian terhadap
| hak diri anak dan perwalian terhadap hak milik anak, sampai pada batas
kekuasaan wali.

Dari hasil pembahasan buku-buku di atas dijelaskan tentang
perwalian baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata, hanya saja
dalam Hukum Islam belum mencakup pembahasan tentang perwélian
terhadap harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa secara menyeluruh.
Sedangkan dalam Hukum Perdata sudah dijelaskan secara mendetail. Dari
sinilah penulis tertarik untuk mencoba membandingkan antara Hukum Islam
dengan Hukum Perdata tentang perwalian harta kekayaan bagi anak yang

belum dewasa.

F. Metode Pembahasan

1. Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari 2 macam sesuai dengan jenis data yang

dikumpulkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer
Yaitu sumber data yang berkenaan langsung dengan pembahasan
tentang perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa,
nash Al-Qur’an, Al-Hadits dan Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (Burgerlijk Wetboek).



b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mengungkapkan landasan teori mengenai
ketentuan hukum syar’i terhadap perwalian yang diambil dari
Kitab-kitab Figh yang berhubungan dengan pembahasan perwalian

maupun buku-buku yang relevan dengan pembahasan masalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah membaca,
memahami, mengidentifikasi, menganalisa dan membandingkan data-
data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah kemudian
setelah  terkumpul, data-datz tersebut dikelompokkan dan

diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya masing-masing dalam bab-bab

guna mempermudah dalam proses analisa data.

. Analisa Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis isi (content
analysis), ~ yaitu  dengan  mengidentifikasi, = mensimplifikasi
(menyederhanakan) dan menilai data, kemudian menganalisisnya

berlanjut pada makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat

diketahui lebih lanjut signifikansi perwalian harta kekayaan bagi anak

yang belum dewasa.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode deskriptif, yaitu

metode yang menggambarkan atau memaparkan data-data secara



kronologis dan sistematis.'® Di samping itu, dalam pembahasan ini
juga digunakan analisa perbandingan (komparatit).]l Yaitu dengan
membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek) mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perwalian harta
kekayaan bagi anak yang belum dewasa. Dengan diadakannya
perbandingan maka akan diketahui letak perbedaan antara kedua

sistem hukum tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini,
penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan
sistematika penulisan sebagi berikut:

Bab 1. Pendahuluan, bab ini membahas Latar Belakang Masalah,
Penegasan Istilah Penting, Pembatasan dan Pezumusan Masalah, Tujuan
Pembahasan, Telaah Pustaka, Metode Pembahasan serta Sistematika
Penulisan.

Bab II. Harta dan Pentasharufannya, berisi Pengertian dan Macam-
macam Harta, Fungsi Harta, Syarat Kedewasaan dalam Mentasharufkan

Harta, Golongan Orang yang Dilarang dalam Kewenangan Menggunakan

Harta.

10 guharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta,

1991) h.195.
11 \inarno Surachmad, Dasar-dasar Penelitian dan Teknik Research, (Bandung: CV. Tarsito,

1972), h. 135.
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Bab IIl. Dasar dan Tujuan Perwalian dalam Hukum Islam dan
Hukum Perdata. Dalam bab ini dibahas mengenai Anak dan Perwalian,

Dasar Hukum Perwalian, Syarat-syarat Wali, Macam-macam Perwalian

dan Tujuan Perwalian.

Bab IV. Kewenangan dan Berakhirnya Perwalian Harta Kekayaan
bagi Anak yang Belum Dewasa, yang berisi Tugas dan Kewenangan Wa]i,
Pemberhentian atau Pemecatan Perwalian serta Perhitungan Tanggung
Jawab Perwalian.

Bab V. Penutup yang berisi dari Kesimpulan, Saran-saran Penulis,

Kata Penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran

dan Daftar Riwayat Hidup.



e adl

BAB II

HARTA DAN PENTASHARUFANNYA

A. Pengertian Harta dan Macam-Macam Harta

1. Pengertian Harta

Dalam Hukum Islam kata harta dikenal dengan istilah al-mdl, asal
kata mcila. Secara etimologis, kata a/-mdl berasal dan kata mdla yang
berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi.’ Segala
sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam
bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.’

Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan harta dengan “Segala
sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan”

atau “Segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan”.

jumhur ulama mendefinisikan harta sebagai “Segala sesuatu yang

mempunyal nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau

m<::1e:nyapkannya”.3

Sedangkan dalam Hukum Perdata berarti benda. Pengertian yang

paling luas dari perkataan Benda (zaak) ialah segala sesuatu yang dapat

dihaki oleh orang. Di sini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek

atau orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti

I

3

Louis Ma’luf, A-Mur
2 Abdul Aziz Dahlan, L
Jbid.,h. 525.

yjid (Beirut: Darul al-Misyriq, 1986), Cet. ke-24, h.782.
nsklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996) Cet. ke-1, h. 525.

11
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yang sempit, yaitu sebagal: Barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi
dipakai, jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang.”

Dalam pembahasan skripsi ini benda dipakai dalam arti kekayaan
seseorang, maka perkataan itu meliputi juga benda-bcuda yang tak dapat
terlihat yaitu: hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

2. Macam-macam Harta

Ulama figh membagi harta menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Berdasarkan kebolehan memanfaatkannya menurut syara’. Dalam
hal ini harta dibagi menjadi harta mutagawwim (halal untuk
dimanfaatkan) dan harta ghayr mutagawwim (tidak halal untuk
dimanfaatkan).

Berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini harta terbagi atas harta tidak

bergerak dan harta bergerak.

3. Berdasarkan segi pemanfaatannya. Dalamn hal ini harta terbagi atas
harta al-isti'mali (pemanfaatannya tidak menghabiskan benda
tersebut) dan harta al-istihldki (pemanfaatannya menghabiskan
harta benda tersebut). Contoh harta al-isti'mdli adalah lahan
pertanian, dan makanan. Sedangkan harta al-istihldki misalnya
sabun-pakaian dan makanan.

4. Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Berkaitan
dengan hal ini ulama figh membaginya atas harta yang bersifat ai-
misli (harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang
ditimbang atau ditakar seperti gandum, beras, kapas dan besi, dan
harta yang bersifat a/-gimi (harta yang tidak ada jenis yang sama
dalam satuannya di pasaran atau ada jenisnya tetapi pada setiap
satuannya berbeda dalam kualitasnya. Seperti satuan pepohonan,
logam mulia, dan alat-alat rumah tangga).

5. Berdasarkan status harta. Dalam hal ini ulama membaginya atas a/-
mal al-mamlitk, al-mal al-mubdh, dan al- mdl al-mahjur. Al-mal al-
mamlik adalah harta yang telah dimiliki baik secara pribadi
maupun badan hukum (seperti negara dan organisasi
kemasyarakatan). 4/- mdl al-mamlik terbagi kepada dua bentuk
yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat). ’
Al- mdl al-mamlik adalah harta yang tidak dimiliki seseorang.
Seperti air di sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara
yang belum dijamah dan dimiliki orang atau ikan di laut lepas.

12

[ —
4 R Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), Cet. ke-26, h. 60.
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Adapun Al- mal al-mamlitk adalah harta yang dilarang syara’ untuk
dimilikinya. Baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun
diperuntukkan bagi kepentingan umum.

6. }}?e]r(.ia.sarlkan s;g}i] bisa git:jagi atau tidaknya harta tersebut. Dalam

al ini ulama figh membedakannya atas 1 ibagi

harta yang tidak bisa dibagi. ’ harta yang bisa dibag dan

7. Berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik melalui
upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan
Allah SWT. Dalam hal ini ulama figh membaginya menjadi a/-as/
(asal) dan as-samr (buah atau hasil). Yang dimaksud dengan al-as/
adalah harta yang menghasilkan, seperti rumah, tanah pepohohan
dan hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan as-samr’adalah buah

yang dihasilkan dari suatu harta.

8. Berdasarkan pemiliknya. Selain terdapat harta milik pribadi yang
pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan
orang lain, juga terdapat harta milik masyarakat umum yang

pemanfaatannya untuk semua orang.

Sedangkan dalam Hukum Perdata harta atau benda terbagi

menjadi beberapa macam:

. Benda yang dapat diganti (contoh: uan ;
diganti (contoh: seekor kuda). g) dan yang tidak dapat

2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap hari dapat
diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau “di luar
perdagangan” (contoh: jalan-jalan dan lapangan umum).

3. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi

(contoh: seekor kuda).
4. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tak bergerak

(contoh: tanah).

Dari pembagian-pembagian tersebut di atas yang paling penting

ialah yang terakhir, yaitu pembagian benda bergerak dan benda tak

bergerak. Sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangat

penting dalam hukum.

_
S Abdul Aziz Dahlan, op. cit, h. 526.
6 R. Subekti, op. cit, h. 61.
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Fungsi Harta

Menurut Jumhur Ulama, harta tidak saja bersifat materi, akan tetapi

juga termasuk manfaat suatu benda. Ulama Madzab Hanafi berpendapat
bahwa pengertian harta hanya bersifat materi.” Sedangkan manfaat termasuk
ke dalam pengertian milik. Implikasi perbedaan pendapat ini terlihat dalam
contoh berikut. Apabila seseorang merampas atau memperglmékan
kendaraan orang lain tanpa ijin, menurut Jumhur ulama, orang tersebut dapat
dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan tersebut mempunyai nilai
harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur
terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas
manfaat harta tersebut. Akan tetapi, ulama Madzab Hanafi mengatakan
bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa ijin tidak dapat dituntut ganti
rugi, karena orang tersebut bukan mengambil harta tetapi hanya sekedar

memanfaatkan kendaraan tersebut.®

Ulama Madzab Hanafi muta'akhirin (generasi belakangan), di

antaranya Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah az-Zuhayli berpendapat

bahwa definisi harta dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak
komprehensif dan kurang akomodatif. Alasannya, dalam surat al-Baqarah (2)

ayat 29 Allah SWT menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya

di bumi adalah untuk dimanfaatkan umatmanusia. Karenanya, mereka

- —

8

Abdul Aziz Dahlan, 0p. cit, h. 525.
Ibid., h. 525.
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lebih cenderung menggunakan definisi harta yang dikemukakan Jumhur
Ulama tersebut di atas. Menurut mereka pada zaman ini kadangkala manfaat
suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud
bendanya itu sendiri.”

Suatu benda dapat tergolong benda tak bergerak (onroerend),
pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan kétiga
karena ditentukan oleh Undang-undang. Adapun benda yang tidak bergerak
karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung
atau tidak langsung, karena perbuatan manusia, digabungkan secara erat
menjadi satu dengan tanah itu. Jadi misalnya sebidang pekarangan, beserta
segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di
situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-
buahan di pohon yang belum diambil. Tak bergerak karena tujuan
pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-

sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk

mengikuti tanah atau bangunan jtu untuk waktu yang agak lama. '

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak
karena sifatnya atau karena ditentukan oleh Undang-undang. Suatu benda
yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak bergabung dengan
tanah dan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan.

e

9

Ibid.,h. 526.
-62.

10 R Subekti, op- ¢it, h. 61
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C. Syarat Kedewasaan dalam Mentasharufkan Harta

& Para ulama sepakat bahwa, anak kecil dilarang menggunakan hartanya
tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak
yang pandai. Kalau sudah tamyiz dan usia baligh sudah tiba, maka mereka

tersebut  dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam

L menggunakan harta dinyatakan berlaku.

| 1 Seseorang digolongkan ke dalam kriteria anak, apabila belum dewasa atau
. b baru mencapai tingkat kedewasaan. Dalam hukum Islam kedewasaan seorang
! . . . .
| anak ditandai dengan usia baligh. Dalam literatur keislaman, fase usia baligh

adakalanya ditentukan dengan cara alami yaitu dengan ciri-ciri tertentu yang pada

diri anak laki-laki ditandai dengan mimpi (al - ihtilam) dan pada diri wanita
dengan adanya haid. Akan tetapi tanda-tanda kedewasaan itu kadang-kadang

tumbuh lebih cepat dan terkadang terlambat. Karena balas dewasa ini ditentukan

dengan usia baligh. Mengenai usia baligh yang ditetapkan oleh Islam adalah 15
tahun. Ketentuan ini diambil dari hadits Abdullah Ibnu Umar yang berbunyi

_buslolfid s dumes (rallioe Ld
L.,@saﬁ'ub)f@‘&».ﬂ&t‘ol&dﬁ» it s
R e R
o il b 93 0
Bl Bus s

I Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukharl, Shahih Bukhari, (tt: Dar Thya al- i
al - Arabiyah), Juz 1L h. 108 ya al- Kutubi
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Artinya: "Dikhabarkan dari Abdullah bin Sa'id dari Abu Usamah dia berkata : Telah

diceritakan kepadaku dari Abdullah ia berkata telah di

dari Nafi dia berkata dari Ibnu Umar r.a., ia memir?'::h l?:;;l(;:an;?;?ﬁlﬁ
SAW untuk jadi tentara pada waktu peperangan Uhud, sedang dia ketika itu
berusia 14 tahun, Beliau tiada membolehkan. Kemudian dia kemukakan pula
permohonan pada peperangan Khandaq dan dia telah berusia 15 tahun.

Beliau mengabulkan permohionannya”."?

Adapun sebab perbedaan fugaha dalam menentukan batas usia baligh atau

dewasanya seorang anak, adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

: "TJB“"LM% tﬂiﬂ‘%a&‘__‘ljfé)c‘)l;wb&
S oo Bablis G LI et L W e Wil ms
\..__)‘.1‘&:.{9' ——ML}‘D&%‘O“JM&&

Artinya:

v, . \} ) . ¢ ow e
V( As\s ot da ety e Wit MY )

"Dari "Aisyah r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: Diangkat pena it (tidak

digunakan mencatat amal perbuatan manusia) dari tiga golongan pertama
dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kedua dari anak-anak sampai dia
dewasa, ketiga orang gila, sampai dia berakal. (HR Ahmad dan Imam yang
empat kecuali Turmudzi dan dishahihkan oleh Hakim dan dikeluarkan oleh

Ibnu Majah)".

Seperti telah dijelaskan di atas, untuk mengadakan transaksi yang sempurna

haruslah ditunggu sampai anak itu dewasa. Guna mengurus harta milik anak di
bawah umur, perlu ditunjuk seorang wali. Mereka itu dihukumi seperti ayah dalam

pemikahan, demikian pula dalam m

asalah harta benda, maka yang bertindak atas

nama mereka adalah orang yang diserahi wasiat.

P

12 Ahmad Sunarto, Terjemah Shahih Bukhari Ill, (Semarang : CV As-Syifa, 1993
tou Abdullah Muhammad bin Yizid Al-Qoswiny Ibnu Majah, gum’m Ibn)uh, Aggj% )

13
(Beirut : Dar Al Fikr, tth), Juz I, h. 658.




18

d.u‘__ﬂ ": w 1o las e b

L~ Kol oy |y a0 ey ade
oo o il bl s s L
pestust i pag o ' a3 G N plaluadily 2t

3 obeanls

Artinya: "DI\a/Iri "Aisyahra., beliau berkata: Rasulullalt SAW bersabda:
ana saja perempuan yan menikah izin i
pemikahannya batal, jika suamginya telah met:ariﬁ;uﬁg;inm:{(:hgiya’ maka
1tu.be.r.hak mendapatkan mahat karena dia sudah mengangga hala? fg waplta)
Lalr.l _]lkEE mereka (para wali itu) bertengkar, maka sultan]ai an araytye.
wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diﬁwa)?;tkgnn;?nf]adl
Arba'ah selain An Nasai (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi d Pib 2
Majah), dan dinilai shahih oleh Abu Uwanabh, Ibnu H’ibban dan Al Hainim" Elsu

Dengan demikian, "Anak di bawah umur dilarang mengurus sendiri harta
mereka, dan pengurusannya harus diserahkan kepada seorang wali. Jika wali itu

kaya, ia harus menjalankan tugas-lugas itu tahpa memungut bayaran, tetapi jika

wali itu miskin, gajinya dibebankan pada harta yang diurus".'®

Pasal 330 KUH Perdata menyatakan baliwa yang dikatakan " "
adalah mereka yang belum Berumur 21 tahun dan belum pem;?luég“gew?a
perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun, maka ann.. ik
kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka y,ang behi,m ge;jlah

asan orang tua berada di bawah perwalian atas dazsai

dan tidak berada dalam keku
dan dengan cara sebagaimana dialur dalam bab tersebut."”

14 [bnu majah, op. Cit, h. 605
15 Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subul As-salam 111, (Surabaya : Al Ikhlas, 1995) Cet
: ) .

ke-1 h.428
16 pMaulana Muhammad Al Islamologi (Dinul Islam), Terj. R .
1 Kutubi lslamiyah, 1996), Cet ke -5, h. S_é . Kaelani dan H.M Bachrun

(tt. Darul Daru
usuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat
ai,

17 Haliman Hadi k
hukum Agama, (Bandung : Mandar Maju, 1990) Cet ke-4, h 41
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C Golongan Orang-Orang yang Dilarang dalam Kewenangan Menggunakan

Harta

Dalam buku Figh Muamalah sering kita dengar apa yang disebut dengan A! Hajr
( J_J.H) atau larangan mengelola harta. Al Hajr menurut bahasa adalah mencegah
atau menghalangi. Apapun menurut istilah adalah membelanjakan harta.'® Sedang
menurut pendapat Muhamad Jawad Mughiyah dalam bukunya Figh Lima Madzhab,
mengatakan : Al Hajr adalah “Larangan terhadap seseorang untuk mengguhakan

hartanya baik sebagian maupun seluruhnya”."

Ada enam golongan orang-orarig yang dilarang dalam mengelola harta, menurut

Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, dalam Kifayah Al-Akhyar, beliau

mengatakan mereka itu adalah :

b I Al agpally ) 5y (gl Woen e, s
DAl ) s il J SO ek ity
5 a0 S Wy L e bl agle

_

d Mugniyah, opcit, h 439
akar bin Muhammad Al-Husaini, op Cit, h. 267

19 puhammad jawa
20 Taqiyudin Abu B
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Artinya: “Hajr (pencegahan bertindak dalam harta) diberlakukan atas enam

macam orang, yaitu anak kecil, orang gila, orang bodoh yang
menghambur-hamburkan hartanya, orang yang muflis (pailit)
yang bertumpuk hutang, orang sakit yang dikhawatirkan matinya
dalam harta yang lebih dari sepertiga dari harta peninggalan dan
budak (hamba) yang tidak diberi izin berdagang oleh tuannya”.

Dari uraian di atas menyebutkan bahwa ada beberapa golongan

orang yang dilarang menggunakan harta bendanya, antara lain:

1.

Anak Kecil, para ulama sepakat bahwa anak kecil dilarang

menggunakan hartanya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang

pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai. Kalau akad yang
sempurna dan usia baligh sudah tiba, maka anak tersebut dianggap telah

dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan hartanya

dinyatakan berlaku.”’
Orang gila, orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasarkan nash

dan ijma’, baik gila itu akut atau temporal. Akan tetapi yang gila secara

temporal, ketika menggunakan harta benda dalam keadaan sehat,

tindakannya bisa dibenarkan. Sedangkan bila kita tidak tahu secara pasti

apakah ketika menggunakan hartanya tersebut dalam keadaan sehat atau
gila, maka tindakannya tersebut dianggap tidak sah. Sebab berakal sehat
merupakan salah satu rukun bagi sahnya mu’amalah. Sehingga bila
terjadi  keraguan, maka pada dasarnya adalah keraguan tentang
keberadaan akad itu sendiri, bukan keraguan tentang sahnya akad itu.?

- ——

2 Myhammad Jawad Mughniyah, op. ¢it., h. 684.
2 [pid, h. 683.




3. Orang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya, orang safih
dibedakan dalam hal kebalighannya dan dari orang gila dalam hal
berakalnya. Dengan demikian, ke-safih-an itu bisa saja menyatu dengan
nalar dan kepandaian. Sebab yang dinamakan orang safih ialah orang
yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik,
baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak dipergunakan maupun
karena betul-betul tidak pelalai yang pemboros, dalam hal seperti itu
terjadi pada dirinya berulang kali.

Para ulama madzab, kecuali Abu Hanifah, sepakat bahwa orang safih
harus dicegah dari membelanjakan hartanya. Keadaannya adalah seperti
anak kecil dan orang gila, kecuali bila memang dalam membelanjakan
hartanya itu dia memperoleh ijin dari walinya. Akan tetapi dia memiliki

Kebebasan mutlak dalam bertindak yang sedikit ataupun banyak, tidak

berhubungan dengan masalah harta. Orang safih tidak akan lepas dari

penahanan haknya itu, hingga dia menjadi dewasa dan mengerti.?

Orang yang banyak hutang, yang hutangnya melebihi dari harta

miliknya, maka ia tidak sah tasharufnya. Hakim wajib melarang orang

tersebut mentasharufkan harta bendanya, karena untuk membayar

hutangnya. Kecuali apabila dia berjualan dengan cara menjadi makelar

maka hukum penjualannya sah.

-

2 Jpid., h. 688.
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5. Orang yang sakit keras yang mentasharufkan hartanya lebih dari

sepertiga dari harta miliknya. Apabila ahli warisnya mengijinkan maka
tasharufnya sah. Tetapi apabila tidak mengijinkan maka tasharufnya
tidak sah.

Tasharufnya seorang budak yang tidak diijinkan oleh majikannya. Maka
tasharufnya budak tersebut tidak sah, kecuali atas tanggung jawabnya
sendiri. Artinya seandainya sewaktu dia berdagang mendapat kerugian
atau

tidak boleh diambilkan harta majikannya untuk membayar

menambal kerugian tersebut. Tetapi harus diambilkan dari hartanya

setelah dia merdeka.




BAB III
DASAR DAN TUJUAN PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN

HUKUM PERDATA (BUGERLIJK WETBOEK)

A. Anak dan Perwalian

1. Pengertian Anak

Menurut kamus A/ Munjid, yang dimaksud dengan anak atau ¢/ walad

ialah “Sesuatu yang dilahirkan dari kandungan ibu, baik itu yang dimutlakan

kepada laki — laki atau wanita”.'

Penggolongan anak dalam [slam ada 2 (dua) bagian, yaitu anak sah

dan tidak sah.

a. Anak sah

Membicarakan tentang sahnya seorang anak tentu tidak terlepas dari
nasab, sahnya seoranng anak yang dimaksud oleh hukum adalah sahnya
seorang anak untuk dinasabkan atau dinisbatkan kepada ayahnya. Islam
memberikan beberapa ketentuan sebagaimana yang dijelaskan oleh
7akaria Ahmad Al-Barry : “Sahnya nasab seseorang oleh syariat Islam

diakui jika terdapat salah satu sebab dari tiga sebab, yakni pertama

adanya akad nikah, kedua adanya ikrar dan ketiga adanya pembuktian” >

Darul Al- Misyriq, 1986) Cet. Ke-24, h. 782.

yid, (Beirut .
-anak dalam Islam, Ter. Chadijah Nasution, (Jakarta -

' Louis Ma’luf, Ai-Muu
arry, Hukum Anak

2 7akaria Ahmad Al-B
Bulan Bintang, 19

77), Cet. Ke-1, h 14
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b. Anak Tidak Sah
Yaitu anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan yang tidak sah pula

atau anak zina atau anak yang tidak mendapat pengakuan syara’

Akibatnya ia tidak mendapat hak-hak yang sama dengan anak sah

semisal waris. Termasuk anak tidak sah adalah anak yang diingkari

ayahnya dengan jalan lian.®

Selanjutnya khusus mengenai anak zina, “Walaupun ia berasal dari

benih ayahnya, namun ja tetap tidak dianggap sebagai anaknya yang sah

secara syar’i. Karena itu Imam Syafi’i dan Imam Malik membolehkan si

ayah mengawini anak tersebut jika sang anak tersebut lahir perempuan”.’*

Apabila seorang anak yang dilahirkan secara tidak sah (di luar

pernikahan), maka ia bisa disebut sebagai anak luar kawin (anak alam) dan

akibatnya ia tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya, melainkan kepada

ibunya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.

Namun demikian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada

ketentuan bahwa anak rersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah
setelah diakui sebagai anak dan disahkan sebagai anak. Akibat pengakuan
dan penegasan itu, imbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak
dengan orang tuanya. Sedang dalam Hukum Islam tetap tidak dianggap
sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut:

J-Lu'lu Wal Marjdn, Terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT

-
Fuad ‘Abdul Badi, A
d1, Cet. ke-3,

Mughniyah,

Muhammad
Bina Ilmu, 1996), Jili

Muhammad Jawad
ke-4 , h. 330.

h. 535.

Terjemah Figh Lima Madzab, (Jakarta: Lentera, 2000). Cet.




S Chuzaemah T.
Jilid 1 (Jakarta: Pu
Ibid., h. 98.
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1) Anak tersebut tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki

2) Tidak ada saling mewaris.

3) Orang tuanya tidak ada perwalian nasab dengan anak tersebut.

Ada perbedaan yang tajam antara Hukum Islam dan Hukum

Perdata dalam menanggapi anak di luar nikah, zina dan sumbang. Oleh

Karena itu akan dijelaskan beberapa prinsip yang terkandung dalam

Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Dalam pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa; “Setiap anak

yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui
sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil

“zina” atau dalam sumbang. Adapun yang dimaksud anak sumbang

adalah anak yang jahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang
776

dilarang kawin antara keduanya (anak yang melanggar darah)™.

Apabila pasal tersebut diperhatikan secara seksama, maka dapat
disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh
seorang gadis dan jejaka tidak dianggap sebagai zina, karena anak itu lahir
akibat hubungan mereka bisa diakui sebagai anak sah. Sedangkan anak
hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah, hal

ini berarti bahwa sina adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah
oleh mereka yang sudah persuami atau beristri.

dan A. Hafiz Anshary AZ, Problema’i-a Hukum Islam Kontemporer.

Ve 1999), Cet. ke-3, h. 110-112.

staka Firdaus,
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Dalam Hukum Islam melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan

tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. ilubungan tersebut tanpa

| dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda.

Ada dua istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku. zina, yaitu zina
muhson (zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pemah menikah) dan zina
ghayr muhson (zina yang dilakukan oleh orang yang belum pemah menikah).
"Islam tidak menganggap bahwa zina ghair muhson yang dilakukan oleh gadis dan

jejaka sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap menganggapnya sebagai zina yang

|
1
‘ hams dikenakan hukuman (had) zina.’

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dalam Hukum Islam, melakukan

hubungan seks yang dilakukan di luar nikah, disebut zina. Perbedaan antara zina

muhson dan ghayr muhson bukan untuk menentukan zina atau tidak, melainkan

untuk menentukan berat atau ringannya hukuman.

2. Pengecrtian Perwalian

a. Perwalian Menurut Hukum Islam

Pengertian perwalian menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam kitabnya A4/

adalah :

Figh Al-Islami wa 'Adillaluhy,
MﬁU\U)wM)Mﬁb&tby}“

g 4 yau-—ald~‘——=’*“‘r‘u* oLty 2 ULy
ALY

7 Ibid, h 101




Perwalian adalah susunan peraturan bagi orang yang telah dewasa (baligh) terhadap
dinyatakan belum atau tidak mampu mengurus diri dan hartanya.

Dan orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kewajiban, sama

urusan-urusan pribadi yang

mpunyai kemampuan seperti orang yang belum baligh atau

halnya seperti orang yang tidak me
laupun ia sudah baligh (dewasa). B

orang yang kurang kemampuanya wa

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi hukum Islam Huruf h dikemukakan bahwa :
Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu
perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nar-~ anak yang tidak mempunyai
kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tide cakap melakukan perbuatan
hukum. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk mclakukan
n hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedue orang tua, atau karena

perbuata
kan perbuatan hukum.’

kedua orang tuanya tidak cakap melaku

b. Perwalian Menurut Hukum Perdata (Burgerlijik Wetboek)

Mengenai Perwalian dalam KUH perdata diatur dalam bab XV (pasal 330-41 8a)

mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang balai harta peninggalan.

Perwalian atau voogdji adalah : “Pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak

tersebut diatur oleh wali.

-

Al Figg Al-Islam wa Adilatuhu, (Damaskus : dan Al-Fikir, 1989),

s yahbah Al Zuhaili,

{ ke-2, h. 746 |
4 Alcljfnad Rofiq, Hukum Islam di

Cet. Ke-l, h. 258

Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1995).




" R Subekti,
lhid, h. 53.
HV A Vollmar, /

Terj. LS. Adiwimarta, Ji

Ali Afandi, Hukim We
1097), Cet. ke-
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Undang-undang. Dengan demikian anak tersebut berada di bawah

perwalian”. L

Sehubungan dengan hal tersebut, R. Subekti menerangkan
bahwa: “Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

a. Anak yang kedua orang tuanya i
tel
kekuasaannya sebagai orang tua. ¥ b digabut ‘
b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
c.  Anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind)” i

Sedangkan pengertian perwalian menurut H. F. A. Vollmar

dalam bukunya Pengantar Studi Hukum Perdata, menjelaskan:
Perwa]ian_ialah: Baik dalam mana si anak belum dewas
' nyai wali berada, maupun kedudukan hukumnya ;
wali (beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekaty adSl
kedudukan hukum tersebut), yaitu wali yang dibebani pengawgsaa
dan pe_ngel_olaap, Dalam arti yang belakangan dikatakan bahwz
Perwalian 1tu diperuntukkan l[)agl seseorang atau, bahwa Perwalian

itu dijalankan oleh sescorang.

yang mempu

Menurut Ali Afandi dalam bukunya Hukwm Waris, Hukum

Keluarga, Hukum Pembuktian menyatakan:

pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan
harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak
berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang

rai atau jika salah satunya dari mereka atau

orang tuanya telah berce '
semua meninggal dunia, berada di bawah perwalian."?

Perwalian adalah

Terhadap anak di Juar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang

tua anak 1tu selalu di bawah perwalian.

f’g/m/(-pu/mk Hubiint Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994) Cet. ke-24, h. 52

depganiar Studi Hitkum Perdata, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)

lid 1, Cet. ke-4, h. 150.

Hikm Keluargd, Hukum Pembukiian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta

s,

4. h. 150.




B. Dasar Hukum Perwalian

1. Dasar Hukum Perwalian Menurut Hukum Islam
Dasar hukum perwalian adalah firman Allah Q. S. Al Bagarah

ayat 282 yang menjelaskan tentang pentingnya keberadaan wali di sisi

orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya. Salah satu

diantaranya adalah bagi anak yang masih kecil (belum dewasa). Firman

Allah tersebut berbygyl L
%JQ; 4§ s ,u;u,iok_jm (u
( ¢AY /vjl ) JMLUJML;&L}‘&U‘\

utang itu orang yang lemah akalnya atau
) atau dia sendiri tidak mampu
linya mengimlakan dengan

Artinya: ... Jika yang berh
lemah (keadaannya
meng1mlakan maka hendaklah wa

»ld

jujur ...

ikian pula dalam Q. S. An Nisa ayat 5 dan 6 yang berbunyi:
2/ s’ 7 7) ay 7 v

Demi
'Y
s e (b A
NIV P /,, 293 277

O)O/Qk;{)/j/@@yﬁ)ﬁ _9%))«%3))\&

v
Lo~

“Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempurna, harta (mereka yang ada dalam'
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan b perilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang

15

baik”.

Artinya:

Wdarz Terjemahan, (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 70.

4 Departemen AgaM®
15 gpid, h. 115,
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el QAL o sl
R W W P Vo AV T BT
i e s sasul L e sty ey
Lo it (Al et A5 Tl Ll

Nt Ll ébj?-&-:i;

atim itu sampai mereka cuku
p umur cawi
urut pendapatmu mereka telah ce‘rlcrilat:k Lawm,'
: ka serahkanlah kepada mereka harta-hartan (pandai
yfmganlah kau memakan harta anak yatim lebih di batas ke o
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebel patutan e
dewasa. Barang s1apa (diantara pemelihara itu) mampu maka llg?ldatlrclﬁar}?k'a
4 12

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) da :
makg bolehlah ia memakan harta itu menuru)t )’:nbgaragtgu siapa misk'in,
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, makaphengak%:lrln ‘Iig:in

u

adakah saksi-saksi (tentang penyerahan itu bagi
Allah sebagai pengawas atas persaksian itu”,? gi mereka. dan cukuplah

Artinya: “Dan ujilah anak y.
Kemudian jika men
memelihara harta), ma

beberapa kutipan ayat Al Qur’an yang menjelaskan mengenai
ai

wali di tengah—tengah kehidupan orang-orang yang belum
Sémpuma akalnya sehinggd Allah memerintahkan perlu ada wali untuk mengawasi
diri dan harta kekayaan mereka. menurut Ibnu 'Katsir dalam kitabnya, yang dimaksud

m sempurna akalnya yaitu: “Anak yatim yang belum

dengan orang-orang yang belu
gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.”"’

yat di atas jelas m
yang perada diba

Demikianlah

betapa urgen seorang

baligh, orang
Kutipan a
terhadap anak dan hart2

enunjukkan pesan, kewajiban dan hak-hak wali

wah perwaliannya.

15-116 . et .
tsir, Ter. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Kuala Lumpur. PT
’ ur.

16 Ibid., h. 1
4 11, h. 307

17 jbau Katsir,
Victoria Agencie,

Tafsir Jbnu Kai
o 1988), Jili




2. Dasar Hukum Perw

alian Menurut Hukum Perdata

Mengenai dasar hukum perwalian menurut Hukum Perdata

adalah dalam KUH Perdata. Buku ke satu tentang orang, bab XV

tentang ke

belumdewasaan dari perwalian Pasal 330 sampai dengan

Pasal 418. Sedang rinciannya adalah sebagai berikuu:

Bagian kesatu

Bagian kedua
Bagian ketiga
Bagian keempat

Bagian kelima
Bagian keenam
Bagian ketujuh
Bagian kedelapan
Bagian kesembilan

Bagian kesepuluh

kesebelas

Bagian

Tentang kebelum-dewasaan.

. Tentang Perwalian umumnya.

Tentang Perwalian oleh Bapak atau Ibu.

Tentang Perwalian yang diperintahkan oleh

Bapak atau Ibu.

. Tentang Perwalian yang diperintahkan oleh

Pengadilan Negeri.

Tentang Perwalian oleh  perhimpunan-

perhimpunan, yayasan-yayasan, dan lembaga-

lembaga amal.

. Tentang Perwalian pengawas.

Tentang alasan-alasan yang mempermaafkan
diri dari Perwalian.

Tentang pengecualian, pembebasan, dan
pemecatan dari Perwalian.

Tentang pengawasan wali atas pribadi anak

yang belum dewasa.

Tentang tugas mengurus wali.
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Bagian kesepul :
puluh - Tentang pengawasan wali atas pribadi
1 anak yang

belum dewasa.

Bagi
gian kesebelas . Tentang tugas mengurus wall
i.

Bagian kedua belas T
. Tentang perhitungan tan i
ggung jawab Perwali
an.

Bagian ketiga belas  : Tentang Balai Harta dan D
ewan — dewan

Perwalian.

B. Syarat— Syarat Perwalian

1. Syarat- Syarat Wali

Mengenai persyaratan diri wali
, para ulama madzhab
sepakat

bahwa : Wali dan orang i
: yang menernma wasiat untuk
tuk menjadi i
wali,

disyaratkan harus baligh, mengerti dan sea
’ gama, bahkan ban i
mercka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah
’ ayah dan

kakek."®

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, paling sedikit wali h
1 harus
memiliki 4 (empat) syarat, yaitu :
a Dewasa dan waras akalnya ; syarat ini paling ditetapk
. ank
pelum dewasa mestinya n;lum sanggup menl;gurus irei":f‘a;%rang
masih diurus oleh orang lain; jadi teniu st:jr: aig

yang

dirinya sendiri, dan ia

belum sanggup menjadi wall. Demikian juga kalau mi

tidak waras. salnya akalnya

b Dapat dipercayd rerhadap kesejahteraan anak. Sebali

misalnya wali suka menyakiti anak, atau suka m‘:m"kule?iil,:knya kalau

yang keji atau suka mebiarkan anak itu sakit tanpa dio%:; pukulan
tidak pantas memangku jabatannya; > kglraéka

3 na

wali  seperti itu

# Nuhammad Jawad Mughniyah, op- cils h. 696.
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karena berlainan agama itu ada pengaruhn i
walinya, dan juga dalam melaksgena%(an tungtf;Zﬁ?:[ﬁ;: ?:an anak dan
apak, yang menjad} tujuan utama Perwalian. Da iSC_]ahteraan
ditetapkan berada di tangan wali yang tidak séa a D angk |
maka dl}(ha\vatlrkan anak itu akan terpengaruﬁ nézngzzlgan a,
agama

walinya. "

/ Dalam KUH Perdata siapa saja berhak menjadi wali atas anak

yang belum dewasa (di bawah umur), sepanjang memenuhi persyaratan
a

yang ditentukan. KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya persam
aan

a antara wali dengan anak yang berada dalam perwaliannya

agam
ukum Islam, syarat adanya persamaan

Menurut pandangan H

’ |

!
; agama antara wali dengan anak yang berada di bawah perwaliannya
i
adalah mutlak. Wali dan anak yang di :
’[ !, yang di bawah perwaliannya harus
L seagama dan dalam hal ini beragama Islam, (minderjarige) yang Isla

! m

h diserahkan kepada wali yang non Islam, sebaliknya orang

tidak bole

L -
S yang beragama |slam tidak bolch menjadi wali bagi anak yang non

P

5 . g-orang yans perhak menjadi wali

Hukum Islam jugd mengatur tentang orang-orang yang berhak
Di kalangan ahli figh ada perbedaan pendapat dalam

menjadi wali.
g berhak menjadi wali, antara lain:

tukan orang-orang yan

| menen
a. Pendapat Hanafiah

Menurut Hanafiah bahw2 dalam hal mengurus harta benda, wali bagi

aknya, apabila bapaknya meninggal maka

alah bapaKI
njadi wali adalah orang yang diberi wasiat oleh
ang diberi wasiat oleh bapaknya itu

kemudian apabila of
aka digantikan oleh orang yang diberi wasiat oleh

anak kecil ad
orang yang me
bapaknya.
meninggal, ™

| garry, op. ¢its 1 109.

ad Al-

19 7akaria Ahm




eri wasiat oleh bapaknya. Setelah keti

knya. etiga orang di
da, maka yang rr{en_;gdn wali kakek dari pihakga;dr;}?tlis
diberi wasiat oleh kakek, kemudia:

orang yang dib
tersebut tidak a

atas, kemudian orang yang
orang yang diberi wasiat oleh orang yang diberi wasiat oleh
at ole

kakeknya, kemudian wali yaitu or
!cemgdian hakim atau oran)é yang g}tgurij{?:llcgollr;;mheag;ing Kekuasaan,
ibu t}dak berhak menjadi wali dalam hal mengurus h rtm' Sedanglan
menjadi wali bagi anaknya, maka orang tersebl?t ii?i;ing unk
melakukan sesuatu (tasharuf) terhadap harta peninggalan i berhals
anak tersebut selagi masih ada bapaknya, atau orfng alan ibu .dan :
wgma} oleh bapaknya atau orang yang diberi wasiat ol:;;hwmg iber
diberi wasiat oleh bapaknya, atau selagi masih ada kakoglng Y s
orang yang diberi wasiat oleh kakeknya atau orang yzngya:ﬁitag
eri

wasiat oleh orang yang diberi wasiat oleh kakeknya.?

b. Pendapat Syafi’iyah

Syaﬁ’iyah berpendapat !)ahwa wali bagi anak kecil adalah bapakn
pihak bapak dan seterusnya, kemudiag ora);aé

kemudian kakek dari

yang diberi wasiat oleh bapak atau kakek (yang meni :

di antara bapak atau kakek), kemudian hakﬁn. il:ir;i%nﬂ ttzr:tl;hlr
ng

perwalian ibu, maka menurut pendapat yang mu’tamad b i
tidak dapat menjadi wali, kgcuali ditunjuk oleh bapak at:?ﬁﬁgﬁ
n ibu menjadi wali daripada orang asing

atau hakim. Mendahuluka
adalah lebih utama. Sedangkan keduduk?ln kerabat dan asabah yang

lain sama kedudukan mereka seperti ibu.

Pendapat Malikiyah
ah yang berhak menjadi wali bagi seorang anak
n orang yang diberi wasiat oleh

aknya, kemudia
diberi wasiat oleh orang yang

n orang yang @
dan begitu seterusnya. Apabila mereka

bapaknya, kemudia
t oleh bapakny2 o
bila hakim tidak ada maka seluruh kaum

diberi wasia
tidak ada maka hakim- Apabi!
erwalian tersebut mencakup perwalian

muslimin. Adapun ' v
mcngenaizdiri anak itu, sepeTtt pendidikannya dengan mengenai
2

hartanya.”

Menurut Malikiy
kecil adalah bap

. 4an Maliki mquatakan: wali sesudah ayah adalah
. na wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai

ang menenm VO
diwasiati maka perwalian jatuh kepada tangan hakim syar i

_ Kirdb Al Figh ‘A ld Al-Madzdhib al-Arba'ah II, (Beirut: Dar Al-Fikr

20 .
Abd. al-Rahman al-Jazint
_ tth), h. 354-355.

> Ibicd,h. 356

= Ibid, h. 256.
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k sarlr(la s%kali tjdak punya hak dalam perwalian, sebab
a tidak bisa .n-lenempati nosisi ayah, ka]at; posisi
i itu apalagi kakek dari pihak ibu.”

Sedangkan kake

kakek menurut mere
kakek dari pihak ayah sudah sepert

Dengan memperbandingkan madzhab-madzhab ini jelaslah
a

bahwa madzhab Hanafi mengakui adanya hak perwalian dari kakek
e b

tetapi menempatkan di belakang penerima wasiat ayah. Hal ini
- ini

ditetapkan karena biasanya ayah lebih sayang kepada anaknya dan léb'h
i

auh pandangannya tentang kesejahteraan anaknya itu. Kalau ayah

J

memilih orang lain un
ni merupakan alasan yang kuat, bahwa orang lain itu lebih

tuk mengurus harta anaknya, padahal kakek masih

ada, maka 1
pantas dan lebih mampu dari kakek untuk menjadi wali, karena jabatan
wali itu membutuhkan kejujuran, pengalaman dan pengetahuan yang
semuanya lebih penting dari kasih sayang yang menonjol

mendalam,

pada kakek.”
afi’i menetapkan hak menjadi wali itu untuk kakek dan

Imam Sy

pkan hak kakek lebih
h di saat ayah sudah wafat, jadi kakek menempati

dzhulu dari penerima wasiat ayah, karena

meneta
kakek adalah aya

h dan didahulukan dari
tidak menetapkan adanya hak kakek untuk

tempat aya penerima wasiat ayah.”® Sedang

Malik dan Ahmad

Imam
adap harta benda anak, kec

uali kalau kakek menerima

menjadi wali terh

ri ayah, atat dari hakim.

wasiat da

ah Op. C'i!, h. 693
L h

s Muhammad Jawad Mughniy
% gakaria Ahmad A-Ba™ op
25 rpid, h. 122.

cit, b 121




kian dari uraian di atas pada umumnya para ul
ama

Dengan demi

madzhab sepakat, bahwa wali bagi anak kecil adalah ayahnya, sedangk
] angKan

ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut penda
pat

sebagian ulama Syafi’i.

Orang yang berwenang menjadi wali menurut Hukum Perdata

adalah:

a Wewenang setiap orang untuk menjadi wali.

Pada dasarnya setiap orang yang tidak dikecualikan oleh Undang
Dapat dipahami bahwa wali ini

undang berwenang menjadi wali.

diisyaratkan orang yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan

berkelakuan baik.

Di samping yans mendapat pengecualian dalam KUH Perdata pasal
ratan terhadap wewen

poleh menerima perwalian tanpa bantuan

379, ada pensya ang wali seorang istri. “Seorang

puan bersuami tidak

ari suaminya’ -
h menjad! wali apabila mendapat ijin dari

perem

atau ijin tertuls d

g istri paru bole

Jadi seoran
i telah menjadi wali sebelum

pabila si 18!

suaminya kecuali @
uk yang demikian ini i

perkawinan, unt stri boleh tetap

melakukan
S_tugas perwallan

melanjutkan tug?

padan hukum

c. Wewenang
njadi wali atas perintah pengadilan

perwenané me
dalam pasal 366 KUH Perdata:




perintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan

kedudukan disini pula, yang mana menurut
akte—alfte pendiriannya atau reglemen-
lihara anak-anak belum dewasa untuk

“Perwalian boleh di
hukum yang bertempat
anggaran  dasarnya,

reglemennya berusaha meme

waktu yang lama”.

3. Orang-orangyang tidak bisa diangkat menjadi wali
Ada beberapa golongan orang yang tidak dapat diangkat

menjadi wali. Menurut R. Subekti, mereka itu adalah:
atan, orang yang belum dewasa, orang
Je, orang yang telah dicabut kekuasaannya
ngkatan sebagai wali itu untuk anak yang
in dari itu, kepala dan anggota-

“Orang yang sakit ing

yang di bawah curale

sebagai orang tua, jika penga
menyebabkan pencabutan tersebut. Lal i
lan (Weeskamer) juga tak dapat diangkat

anggota Balai Harta Peningga )L
megngjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri”.

m Pasal 379 dijelas
yang dalam Undang-

Kan mengenai orang yang sama sekali

Dala
undang disebut orang-

tidak boleh menjadi wall,

orang yang dikecualikan dari perwalian. Mereka itu adalah:
Pejabat-pejabat Pgngadilarl.
Orang yang sakit mé;atan.
ang pelum
8222 ;//ang di bawa .engarnpuan. ot )

dipecat dari kekuasaan orang tua & au perwalian.
orang ¥ ‘ pinan Balai Harta Peninggalan.

para anggotd pim
ngan orang yan

mukakan di atas, di sini penulis

HhOo oo o

g tidak dapat diangkat

perap2 golo

Dari b¢
g telah dike

menjadi wall seperti Y2!
parkan peberap2 poin saja karena sebagian yang

ya akan mema
mu_ka. Ant

han
lainnya telah dijelaskan di
Pengadilan

Pej abat-pej2bdt

53-54.

26 .
3 . it h.
R. Subekti, 0P ¢*° b 156

27 Ali Afandi, op- €1




i 141-143.

-3
R. Abdul Djamali, pengart

R. Subekti, op. ¢fl-

n dalam KUH Perdata dalam

Mengenai hal ini dijelaska

P . : 3
asal 379 bagian Se yaitu: para ketua, ketua pengganti, anggot
s ota,

panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai
alai

Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak tiri merek
a

sendiri”.

g berada di bawah pengampuan (curatele)

Orang yan
wasa dan sakit ingatan, menurut Undang-

Seseorang telah de
n di bawah pengampuan

kan harta bendanya, sebab

(curatele). Demikian

undang harus diletakka

g terlalu mengabai

bagi seseorang yan
n dirinya, yang berhak meminta

juga
gurus kepentingd

kurang mampu men

seseorang di pawah pengampuan karena gila:
1) Setiap anggota keluarga
2) Suami atat istri
yakan umum

alau orang it

3) Jaksa, k
gedangkan yang perhak meminta pengampuan bagi orang
yang keborosan jalah:
1) Anggota Keluarg? Yans ngat dekat
2) Suami atat istri.”?
seorang di bawah curatele,
mcnguraikan

« intaan melalui mena .

e an kep3 pengadilan NE® dengal

iajukan m enguatkan persangl;aan tentang adanya
tersebut di bawah pengawasan

harus d
ang
ang dapat diperiksa

peristiwa—penstlw
alasan-alasan untuk oI !
isertal bukn—buktl d

dengan dis€T5
oleh hakim™

an saksi-saksi y

arta: PT. RajaGrafmdo, 2000), Cet. ke-6,

lndonesia, (Jak

qar Hukt"

h. 56-




———————e

——

)ul 1 ‘3 ! a i y

ditaruh di bawah curatele, harus diumumkan dalam berit
a negara.
QOrang yang ditaruh di bawah curatele itu berhak meminta band
anding

a Pengadilan Tinggi. Apabila putusan hakim telah

(oppel) pad
gadilan Negeri akan mengangkat

memperoleh kekuatan tetap, Pen

scorang pengampu atau kurator.”

dukan seseorang yang t
g belum dewasa. la tak dapat lagi

Kedu elah ditaruh di bawah curatele

perti orang Yyan

sama S€
n-perbuatan hukum sec

ara sah, akan tetapi

melakukan perbuata
g ditaruh di

bawah curatele atas alasan

seseorang yan

ralkan kekayaann

ya, menurut Undang-undang masih dapat

mengob
o dan juga masih dapat melakukan perkawinan

membuat testame
awinan, meskipun untuk perkawinan

serta membuat perjanjian perk
pantuan kurator serta

endapat jzin dan

ini 1a selalu harus M
weeskamer
c. Orang yang gcat dari kekuasaan orang tua atau perwalian
pada umumny2 seorang anak yang masih di bawah umur
tidak cakaP untuk bertindak sendiri. Sehubungan dengan itu, ia
harus diwakil oleh ord g tuany
MenurUt KUH perdata (Burgcrlijk Wetboek) selama
) ibu, setiap anak sampai mereka dew.
perkawman bapak dan asa

.

% Ibid, h. 57.




tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka. Sejauh mereka tidak

tau dipecat dari kekuasaan itu.

«“Pemecatan dari kekuasaan orang tua dan dari Perwalian
nkan adanya, hal mana dapat

(Qleh hakim perdata
didasarkan atas berbagai alasan seperti penyalahgunaanl kekuasaan
karena diterlantarkanny2 pemeliharan dan sebagainya”. ! ’

a dicabut kekuasaann

dibebaskan a

Orang tu
an oleh Undang-undang. Alasan-alasan

alasan-alasan yang ditentuk
itu antara lain jikalau orang tua salah mempergunakan atau sangat

gai orang tua, berkelakuan buruk,

wajibanny2 seba

kejahatan Yang ia 1
penjara selama dua tahun atau

melalaikan ke
akukan bersama-sama

dihukum karena sesuatu

dengan anak-anaknya atau dihukum

lebih.*
o. 1 tahun 1974 menyatakan:

menurut UUP N
g tua dapat dic

abut kekuasaannya

salah seorang atau kedua oran

k atas perm

da] am pCI'CC

terhadap ana intaaft
raian)

1) Orangtud Jain (
2) Keluargd dala
h dewas4

3) Saud
4) Pejabat be

\___//
135.

I

2 E'V-A. Vollmar, 0P- cit.. -

R Subekti, op. it h. 52 41
R. Abdul Djamali, o7 cit. v 141.

ya ‘(ont:et), berdasarkan -
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Walaupun telah di
icabut kekuasaann
ya, orang tua t
etap

berkewajiban untuk '
memberi biaya pemelih
araan kepada anak

anaknya.

Jika hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak
-anak

g tua, sejauh belum hilang kekuasaan

masing-masing dari oran

h dipecat dari kekuasaan orang tua baik terh d
) adap

orang tua, bole
a anak maupun terhadap seorang anak atau lebih
atas

tua yang lainnya atau sal

semu
ah seorang keluarga

permohonan orang
emenda dari ana
t atau dewan perwalian, atau kejaksaan atas dasar:

1) Mcnyalahgunakan _kekuasaan orang tua atau el
ajiban memelihara atau mendidik Seo;:;g

mengabaikan kew

anak atau 1€0! ;

7) Berkelakuar burux :

i D bokuman Y ng tidak dapat ditarik kembali karena
congaja kUt serta dalam suatu kejahatan dengan seorang di
pawah umur yang add dalam kekuasaanrys, |

5 D tuhi hukuman ang tidak dapat ditarik kembali karena

, ru kejahatal yang tercentum dalam bab XIII

¥ buku 11 KUH Pidana terhadap

sedarah atau S k-anak itu sampai dengan derajat
a

keempa

melakukan a

X1V, XV, v, XX dan

seorabdg i bawah umur yans ada lam kekuasaannys;

5) Dijatuhi hukuman }iadan yang tidak dapat ditarik kembali untuk
2 tahun atau Jebih.

Salah seorant atau kedua Orang tua dapat dicabut
kekuasaann terhadaP seorang anak atau lebih untuk waktu
tertentu ata p intaan 08" ua yang 12t keluarga anak dalam

us ke @ as dan 52 dara kandung yang telah dewasa, atau

* Hilman HadikuSS0g P 1'3‘33)','2“ o1, h. 148
Agama, (Bandung: V. Mandar

Maj U,




m hal-hal :

pejabat yang berwenang dengan keputsan pengadilan dala

1) la sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya

" )
2) la berkelakuan buruk sckali.

orang tua terhadap anak didalam

cngaturan tentang kekuasaan

Dengan demikian p
auh apa yang ada didalam KUH Perdata. Hal

No. 1 Tahun 1974 tidak sej
ntuk Undang-undang tidak be

Undang-undang

gitu saja mengangkat

1
mana dapat kita pahami mengapd be
embaga hukum kekuasaan orang

ata, dikarenakan bentuk |

-aturan itu dari KUH Perd

aturan

tua yang dimaksud, merupakan budaya hukum sebagian besx bangsa Indonesia.

D. Macam-macam Perwalian
- adlanah, yaitt untuk memelihara diri berupa perawatan

n kelanjutan dari h
meliharaan terhadap harta benda si anak.

Perwalian merupaka
si anak serta me

dan perhatian terhadap pendidikan
jtu ada 2 macam :

h al Zulayli, pahwasanya perWaIian

Dijelaskan oleh Wwahba

G denpd o 3 5“ : ol ple ds ) ol
') & P y | H - .9
? w ‘“yu-“f)))" &d f e ‘
| " " 5 2 Lees a
i =




Ar T . (39
tinya: “Bahwasanya perwalian itu a

1

da 2 macam: 1. Perwalian terhadap diri, 2
erwahan terhadap diri adalah pengawa;saﬁ
di seseorang yang dinyatakan belum atau
. _ nya, baik bentuk pengawasan itu be
penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, maupun memjodc:)hrl'cupa
hadap harta adalah pengawasan terhadap uru;:;

Adapun perwalian ter
idak mampu mengurus harta, baik

seseorang yang dinyatakan belum atau ti
pengawasan dan pengurus itu berupaya untuk mengembangkan harta

maupun pcngc[olaan-penge seperti jual beli, sewa menyewa

gadai dan Jain-lain.”

Perwalian terhadap harta. P
tgrhadap urusan-urusan priba
tidak mampu mengurus diri

an
lolaan lain,

Perwalian Terhadap Diri

Dalam hal ini Wahbah al-Zuhayli menegaskan :

Wl e g sty %)’W‘U’u“‘wdﬁ e Wp g
‘U"’UJ‘.L-UL‘} 3“.&’;;;39(:&.-3-‘9 ‘Mbﬂ‘jaw\
Lotz cms L}.‘;yt&lbl&-ﬁ'bb E‘ﬁ}“éf—t'ﬁb-fvﬁf,
ss Lo Lp i ‘yJ‘W b ot 0 ks
v1 ol Ll 45 29!

kepatutan terhadap diri itu meliputi
dan mengatar anak kejenjang

inya: “Keputusan kepult skolahkan anak gatal
di bawah perwalian 1tu wanita, maka

keschatan jaS"_‘a“" mk ang ada
perkawinan: jika anak Yoo . 1 memeliharany2. Bahkan dalam
jaga anaknya tersebut

wajib bagi YAl 0 gli ek

i anas, .
lrﬁar};g]fiz rsnef)?:fg elatih etrampil kan tercampux
epa ?

dengan Jaki-lak?-
seorang anak

jorhadap diTi
sendiri, untuk

n anak itu
dirinya, dan segala

. =99 37 .
ya sendiri”.’ 7 jadi

demikian
Dengan _ . hterad
uk menjagd

dilaksanakan unt 5
perht
al yang dapat diperOlehn

an yansé pelu”

mengawasi hal-h

macam kesejahter?

—_—

\-’//
p, 107

L

36
lbid, h. 746 . cil B
%7 Zakariya Ahmad Al parry, %




37 Jadi

elum dapat diperolehnya sendiri”.

macam kesejahteraan yans b

hadap anak, meliputi P

endidikan baik jasmani

jelas perwalian ter
rkan anak ke jenjang perkawinan.

maupun rohani sampai menganta

|
2. Perwalian Terhadap Harta
hadap harta yakni «Meliputi transaksi dan akad,

Perwalian ter
i menjual, membeli,

ak milik anak, sepert

pungan dengan h
anya

yang berhu

Col
5 mempersewakan, memmjamkan dan
belum sanggu

sebagainya yang kesemu

p mengurus hak

dilakukan oleh wali karend ana

m | llknya”, 38
rkedudukan sebagal wali terhadap harta benda

Seorang ayah be
m memanfaatk

|
|
an harta benda si anak. i
|
|
|

ai hak dala
k, karena hal

si anak, mempuny
akan harta si ana

Namun orang t ' .
ganti, Yang berarti
I

tersebut men geluarkan

membahayakan harta Si anak-

hukum dilakukan
sa. .
kawin yang b€ u“i (;?\::la a aminy3d ™
dan ibu ini awin 135” . g tua yan
at tiap orang 12
b. Perwalian df:rlfé'.fﬁ‘n;\:;s1 ditentukan bai‘gaberalrc)hir pada waktu 12
Menurut asd im. Perwalian 1
aan "= enetapall

melaksanakal . ektuis erakhl! dengar:uit wasiat atat dengan akta ”
meningga! dunlat‘ al? ukan dengan ® ;

. v M a

seperti 1M1 dap

notaris.

v/

i
Ibid, w113

|




39

C.

a.

ali menurut Undang-undang
n ditetapkan seorang wali

Perwalian datif, yaitu apabila tiada W
dengan wasiat, oleh hakir

349

atau wali
(Pasal 359)

Perwalian menurut Undang-undang
pada perwalian menurut Undang-undang dibedakan apakah
ini mengenai ;mak—unak sah ataukah mengenat anak-anak di luar

kawin?
sah, Undang—undang menentukan

anak-anak

h galah s€0

Mengenal
rang dari para orang tua

(pasal 343), bahwa sesuda
tua yang tinggal hidup karend hukum lantas

meninggal, orang
i idak menjalankan
menjadi wall kecuall jika orang W itu 1 !
l w aturan khusus untuk hal,
a. guatu PET
S anak—anakny
4 hamil atas anak-

kekuasaan ata

in adalah agd

\_4/

40 ;\Jl Afaﬂdi‘ ()[}_ L'I.f‘, h 157‘ 52
LV A Vollmar, o7 cit, b 152
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a anak pada saat itu telah

arena hukum, kecuali jik

dalam hal mana si ibu dapat m

walinya k

mempunyai seorang wali, engajuk
an

erwaliannya. Permintaan itu

permintaan untuk dibebani tugas P

1) Jika hakim perpendapat, bahwa adalah lebih baik, jika si ibu
n, dibanding si ayah, wali dari anak '

diberikan tugas perwa\ia

tersebut.
ketiga, kecuali

2) Apabila yang menjadi wali ialah seorang pihak

a ada kekhawatir

an yang beralasan pahwa anak itu akan

jik

terlantar jika
napun tidak pernah ada

nak zina bagaima

Mengenai anak-2

Undang-undang. Hal ini disebabkan karena bagi

alian menurut
i ayah secara yuridis.

tidak perlu, oleh karend Undang-undang memuat
ya adalah, b
sebagai anak lu

ata dari sebuah keputusan

«Anak akibat zina atau

biasanya hal itu
ahwa

ng singkatn
ar kawin, selama

ketentuan Y@

g itu dapat dipandan®

u sumbangnya tidak terny
9 42

tentang
Kekuatal pastt -

sumban

41

, Ibid b 153.
Ibid., h. 153.
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; b. Perwali
Perwalian karena surat wasiat
. Perwalian karena surat wasiat diatur dalam pasal 357-358
anya mempunyai akibat t

I
Perwalian karena qurat wasiat 1l h
unduk pada

erhadap

awin, sedangkan itu t

anak-anak sah atau anak-anak [uar k

syarat-syarat scbagal perikut:
rat wasiat, harus telah terjadi oleh

karena Su
kekuasaan orang tua atau

[) Pengangkatan wali
menjalankan

orang tud pada saat 12
Perwalian;

2) Sesudah ke
hukum atau
lainnya.

3) Orang yans mengadakan
kematianny@
pPerwalian;

4) Perwalian
pcngangkatan

k peralih baik karena

a
ang tua

rwalian itu tid
hakim pada Of

matiannya F
pun berdasarkan ketetapan
itu pada waktu

pengangkatan
kekuasaan orang tua atau

ematian oranlg yang

ity pada
ul-betul Jowong-:

harus
can oleh pihak Ketiga)

rwalld 0
o wali yansg tampil

ke muka karena

¢. Perwalia
t wasiab, hakimlah yang harus
wajib mengadakan

gkatan sedemikian

mengangka

n adalah

pcngangkata
di bawah

nak tersebut

abila @
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itu menginginkan untuk  diangkat

hukum
dan hukum itu pada

huk 1
ukum. Jika badan

SCb’}uf 1 alt :
agal wall. perwalian oleh badan-ba

umumnya qunduk pad
46

perwalian oleh badan-ba

Perwali
erwalian Pengawas
rundang-undangan, di samping wali

atah yang di

[ 3]

panyakan PC

ansi pemeri
dan piasanya

Di dalam ke
pebani kontrol

ada scorang atau sebuah inst
ali terscbut juga dibebani
Sering kali

ehas PCngciolaan si
an dari ¢i anak yang pelum dewasd jtu.
K dengan kepentingan-

dengan pcrwali
di Nederland

anak perbentr©

penti ngan i
Di dalam

undang

kcpcntingan—ke
Undang”

47

kepentingan sl wall.

pejabat 11U Jibert gebutan

pasal 366!

a t1ap pe

bahwa pad
| Harta P
(umpama

dijalankan oleh Bala

perkawinan pubar- a
adany

maka masib jugd

N/
57

47 I‘I,V
b:‘q"A Vollmar, op- €' h
. h. 156.
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membuat inventaris

si anak.
ak oleh si wali.
anggung jawab

i wall
Pasal 371 | : uhkan kepada
Pasal 372 -' rT\/‘1.CI1ga\\'a51 peggurus harta si ana’
e . Tiap tahun minta perhitungat t

secard singkat dari si wall.
Menurul pemecatal ,i wali jika ada tanda-tanda
adanya kecurangal atau Kealpaan yans pesar dar!

Mcngharuskan

b)
warisan yans dijat

) g )
Pasal 373

si wall.
permintaan kepada pengadllan untilgk men
1 perwalian terulang.

Pasal 374
wali bart, J1 a
Wwall Pengawas tidak

Jadi dapat diambil kesim
bol .

eh . ; :

tidak ada di dalam setiap pCFW’dha”'

|‘ Tu.
‘lua[ da
1 Perwalian

Wali o
ali  memiliki pcrzmam

ke
Sela iy
Matan dan perkembangan dirt

Ma
Upu .
n rohaniah, demikian puld ter

Menurut pandangan syari @
i baik jasman

n]e
Mt
gawasi dan merjaga P

te

fm ;

b asuk di dalamnya adalah masal?
1 - .
mengurus dirinya sendirt:

Unty

K mengurus harta, paik peﬂgﬂw

Me | yan

TnDerseWakan dan lairmya, (arena anai ¥

Ung .
u ; 1
K mengelola hartd yang dim?

ng gilakuk?

bap,
W,
asegala perbuatal ya

e

LAfand:
ndi, op. cir, h. 161
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| yang dilakukan oleh anak tersebut dinyatakan

der
N hukum dan segala ha

udak sah.
san terhadap anak-anak yang belum

pakan pengawd
da di pawah kekuasaan

2 IR E
Perwalian merd
dewas: . '

vasa dan masih di bawah umur, yang tidak ber
orang tua serta pengurusan benda atad kekayaan anak tersebut sebagaimana

di
atur oleh Undang-undant
“Setiap perwalian

at 1 KU

[ Perdatd menyatakan pahwa
4 i betum

n dan pen.udikan terhadap S

Pasal 383 ay
an pemeliharaa
akili ana_lk

harus
us mcn_\fclcnggaral\a
dan wall harus mew

dewas :
wasa, sesuai dengt
diselenggarakan

dalam segala tindak -
pelum dewasd at

dengan menggunakan harta

e,
ekayaan tersebut.

timbul karena pengy™
maksud agar dapat meliﬂdlmgl
bimbif‘gwn

merlukan

sesungguhnya masih M€




BAB v

RAKHIRNYA P
BELUM DEWASA

ERWALIAN HARTA

KEWEN
ENANGAN
ANGAN DAN BATAS BE

KEKAYAAN BAGI ANAK YANG

:’\' *I
ueas dan K
gas dan Kewenangan Wwali
n Wewenang Wwali Menurut Hukum Isiam

P
T'ugas da
d
I'ugas Wall Menurut Huku [sla
Kewajiban bagi wash (pemellhara) adala mengupayakan
agar harta anak yans ada dalam pe hharaannyat tap tumbuh dan
bertambah. “‘Mcnurut [mam Malik, wash (pemelihara) dan ayah 1t
di hart anak yatim untuk dirinya atav
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Wali bertangguns jawab terhadap
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Dalam salah satd kewajiban Jainnya menurut Muhammad '
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annya menurut kepatutan atau bil
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pendidikan atas fanggungan sendirt. Sejauh st pelum dewasa,
ongkos-ongkos pertama-tamd harus ditutup dari kekayaan it
sedangkan pada orang tud selama masih hidup adalah wajib
memberikan  bantuan untuk OngkOS-OngkOS di atas menurut

kekuatannya.
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I\e’]cn” Y "ne :
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di muka uymum

Pasal 390: Keharusan menj di tidak perlaku jika perwalian itu
dilakukan © eh sl ayah atau Si jbu yang perhak atas hak
petik hasil hart kekayaan s1 .anak, untuk kemudian
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berdasarkan K . ,
crdasarkan kekuasaan orang tua, selanjutnyd ada yang disebut wali
orang tua, dan akhirnya wali pihak ketiga.

Jain dan juga titik-titik
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Jan orang tud semuanya
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endaklah ia menahan diri dari
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